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A. Hakekat Non Performing Financing (NPF)
1. Pengertian Non Performing Financing (NPF)

Non Performing Financing atau pembiayaan bermasalah merupakan
suatu keadaan dimana seorang nasabah sudah tidak sanggup membayar
sebagian atau seluruh kewajibannya kepada lembaga pembiayaan
sebagaimana yang telah diperjanjikan. Kriteria penilaian kualitas
didasarkan pada keadaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah yang
tercermin dalam catatan pembukuan yaitu meliputi ketepatan pembayaran
pokok, bunga atau bagi hasil, maupun kewajiban lainnya. Sedangkan
kriteria penilaian kolektibilitas secara kualitatif didasarkan pada prospek
usaha dan kondisi keuangan.

2. Penggolongan Pembiayaan Berdasarkan Kemampuan Membayar

Kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya
dapat digolongkan sebagai berikut:

a. Lancar, pembiayaan yang digolongkan lancar apabila memenuhi
kriteria: 1) Pembayaran tepat waktu; 2) Hubungan konsumen dengan

perusahaan baik; dan 3) Dokumentasi pembiayaan lengkap.

! Rachmat Firdaus dan Ariyanti Maya, Manajemen Perkreditan Bank Umum: Teori,
Masalah, Kebijakan dan Aplikasi Lengkap dengan Analisis Kredit, (Bandung: Alfabeta, 2009),
him.42.



b. Dalam perhatian khusus, pembiayaan yang digolongkan dalam
perhatian khusus apabila memenuhi kriteria: 1) Terdapat tunggakan
pembayaran pokok; 2) Hubungan konsumen dengan perusahaan baik;
3) Dokumentasi pembiayaan lengkap; dan 4) Pelanggaran perjanjian
pembiayaan yang tidak prinsipil.

c. Kurang lancar, pembiayaan yang digolongkan kurang lancar apabila
memenuhi kriteria: 1) Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan
beban pembiayaan yang telah melebihi 90 hari (3 bulan); 2) Hubungan
konsumen dengan perusahaan memburuk; 3) Dokumentasi
pembiayaan kurang lengkap; dan 4) Pelanggaran terhadap persyaratan
pokok pembiayaan.

d. Diragukan, pembiayaan yang digolongkan diragukan apabila
memenuhi kriteria: 1) Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan
beban pembiayaan yang telah melebihi 180 - 270 hari; 2) Hubungan
konsumen dengan perusahaan semakin memburuk; 3) Dokumentasi
pembiayaan tidak lengkap; dan 4) Pelanggaran yang prinsipil terhadap
persyaratan pokok dalam perjanjian pembiayaan.

e. Macet, pembiayaan yang digolongkan macet apabila memenuhi
kriteria: 1) Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan beban
pembiayaan yang telah melebihi 270 hari; dan 2) Dokumentasi
pembiayaan atau pengikatan tidak ada.

3. Analisis Pembiayaan

Secara umum analisis pembiayaan terbagi menjadi dua aspek, yaitu:



a.

b.

Aspek Kuantitatif

Aspek kuantitatif yaitu analisis terhadap angka-angka yang
ditunjukkan oleh laporan keuangan. Tujuannya untuk memberikan
gambaran mengenai kondisi keuangan perusahaan.
Aspek Kualitatif

Aspek kualitatif yaitu analisis fakta-non angka yang bertujuan
untuk mengidentifikasi hal-hal yang membahayakan dan mendukung

perusahaan.

4. Standar Pembiayaan

Standar pembiayaan adalah tingkat risiko maksimum yang dapat

ditolerir dari seorang pelanggan pembiayaan. Penilaian terhadap calon

nasabah merupakan tindakan pencegahan yang bijaksana. Perusahaan

harus mampu mengadakan evaluasi terhadap calon-calon pelanggan yang

menimbulkan risiko tinggi. Beberapa kriteria penilaian yang perlu

diperhatikan, seperti dikemukakan oleh Kartadinata, suatu perusahaan

harus memperhatikan faktor 5C dari perusahaan lain dalam menilai

kelayakan pembiayaan.

a.

Character (karakter)

Penilaian karakter atau kepribadian nasabah mengenai sifat-sifat
pribadi, kebiasaan, cara hidup, dan lain-lain. Penilaian terhadap
karakter ini dapat menjamin ukuran dalam menilai kemampuan

nasabah dalam membayar hutang-hutangnya. Ada kalanya seorang



nasabah yang mampu membayar hutangnya akan menunda
pembayaran karena sifat yang kurang baik dari nasabah tersebut.
. Capacity (kapasitas)

Penilaian kapasitas menjadi ukuran bagi perusahaan dalam
menentukan kemampuan nasabah tersebut untuk membayar hutang-
hutangnya. Penilaian kapasitas nasabah memberikan gambaran
mengenai kemampuan nasabah dalam memanfaatkan perjanjian
pembiayaan yang diberikan perusahaan.

Capital (modal)

Penilaian permodalan yang dimaksud bukan hanya mengenai
besar kecilnya modal nasabah, akan tetapi juga terkait bagaimana
nasabah dapat menempatkan modalnya. Apakah nasabah sudah cukup
mampu untuk membayar hutangnya dan apakah nasabah tersebut
cukup likuid keuanganya.

. Collateral (jaminan)

Penilaian yang menyangkut jaminan yang dapat disediakan oleh
nasabah terhadap pembiayaan yang diterima. Penilaian terhadap
jaminan dapat dilakukan apabila perusahaan masih ragu terhadap
nasabah tersebut.

Condition (kondisi)

Dalam melaksanakan pembiayaan yang perlu diperhatikan adalah

kondisi perekonomian secara umum maupun kondisi usaha nasabah.

Hal ini dimaksudkan agar perusahaan dapat memperkecil risiko-risiko



yang mungkin timbul akibat situasi perekonomian atau akibat
persaingan yang dihadapi nasabah.
B. Hakekat Inflasi
1. Pengertian Inflasi

Pada awalnya inflasi diartikan sebagai kenaikan jumlah uang beredar
atau kenaikan likuiditas dalam suatu perekonomian. Pengertian tersebut
mengacu pada gejala umum yang ditimbulkan oleh adanya kenaikan
jumlah uang beredar yang diduga telah menyebabkan adanya kenaikan
harga-harga. Dalam perkembangan lebih lanjut, inflasi secara singkat
dapat diartikan sebagai suatu kecenderungan meningkatnya harga-harga
barang dan jasa secara umum dan terus-menerus.

Sebagaimana inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara
umum, maka untuk mengukur perubahan inflasi dari waktu ke waktu pada
umumnya dipergunakan suatu angka indeks. Angka indeks tersebut
disusun dengan memperhitungkan sejumlah barang dan jasa yang akan
dipergunakan untuk menghitung besarnya angka inflasi. Perubahan angka
indeks dari satu waktu ke waktu yang lain, yang dinyatakan dalam angka
persentase adalah besarnya angka inflasi dalam periode tersebut.
Perkembangan kenaikan harga sejumlah barang dan jasa secara umum
dalam suatu periode waktu ke waktu tersebut disebut sebagai laju inflasi
(inflation rate).

Angka-angka inflasi pada umumnya bersifat relatif dan tidak ada

suatu standar yang umum. Di Indonesia, misalnya, apabila angka inflasi



masih berupa angka satu digit, misalkan 6 — 7%, maka tingkat inflasi
tersebut masih dianggap sebagai inflasi yang relatif wajar meskipun
tingkat inflasi tersebut relatif lebih tinggi dibandingkan tingkat inflasi
negara-negara di kawasan regional. Sedangkan tingkat inflasi untuk negara
maju berkisar antara 2 — 3%. Sebaliknya, suatu laju inflasi juga dapat
terjadi pada suatu angka yang negatif, yang berarti perkembangan harga
barang dan jasa secara umum dalam suatu perekonomian mengalami
penurunan dari waktu ke waktu atau disebut deflasi.?
2. Penghitungan Inflasi

Dalam hal suatu perekonomian sudah cukup berkembang dan barang
serta jasa yang dikonsumsi masyarakat sudah sangat beranekaragam, maka
penghitungan inflasi dapat menjadi sangat kompleks. Mengingat laju
inflasi harus mencerminkan perubahan harga dari sejumlah barang dan
jasa, maka pada umumnya laju inflasi dihitung dengan menggunakan
indeks harga. Kompleksitas penghitungan angka indeks tersebut tidak
hanya menyangkut jenis barang dan jasa yang perlu dimasukkan dalam
penghitungan inflasi, tetapi juga bobot sesuai dengan signifikansi serta
intensitas penggunaan dari masing-masing barang dan jasa yang dihitung
dalam inflasi.

Laju inflasi yang paling umum dan dikenal secara luas oleh
masyarakat adalah laju inflasi untuk menghitung perubahan harga barang

dan jasa yang dikonsumsi oleh suatu masyarakat. Laju inflasi tersebut

2 Suseno dan Siti Astiyah, Inflasi, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan
(PPSK) Bank Indonesia, 2009), him. 2 — 3.



dihitung berdasarkan angka indeks yang disusun dari harga barang dan
jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat yang disebut sebagai Indeks Harga
Konsumen (IHK).

Selain dihitung berdasarkan IHK, inflasi juga dapat dihitung
berdasarkan Indeks Biaya Hidup (IBH), Indeks Harga Produsen (IBP),
Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB), atau dapat juga dihitung dengan
Deflator Produk Domestik Bruto (PDB Deflator).?

3. Teori tentang Inflasi
a. Teori Kuantitas

Teori tentang inflasi pada awalnya berkembang dari teori
kuantitas (tentang uang). Teori kuantitas pada dasarnya merupakan
suatu hipotesis tentang faktor yang menyebabkan perubahan tingkat
harga ketika kenaikan jumlah uang beredar merupakan faktor penentu
atau faktor yang mempengaruhi kenaikan tingkat harga.

Teori kuantitas tidak hanya menyatakan bahwa jumlah uang
beredar sebagai faktor penyebab perubahan tingkat harga. Teori
kuantitas uang juga terkait dengan teori tentang (1) proporsionalitas
jumlah uang dengan tingkat harga, (2) mekanisme transmisi moneter,
(3) netralitas uang, dan (4) teori moneter tentang tingkat harga. Ahli
ekonomi  moneter yang menganut teori kuantitas dalam
perkembangannya lebih dikenal dengan ahli ekonomi yang beraliran

Monetaris. Salah satu tokoh aliran monetaris ini adalah ekonom Milton

% Ibid, him. 4 — 6.



Friedman yang mendapatkan hadiah Nobel di bidang ekonomi pada
tahun 1976. Tokoh ini membuat pernyataan yang sangat terkenal, yaitu
bahwa “Inflation is always and everywhere a monetary phenomenon”.

Milton Friedman adalah ekonom yang menyempurnakan teori
kuantitas dan memformulasikan lebih lanjut teori kuantitas uang serta
menyusun teori permintaan uang. Teori permintaan uang tersebut
dalam perkembangannya menjadi teori yang sangat penting dalam
teori makro ekonomi. Teori permintaan uang dalam perkembangannya
juga telah mengalami banyak variasi serta perkembangan yang sangat
pesat.

Teori permintaan uang pada dasarnya menyatakan bahwa
permintaan uang masyarakat ditentukan oleh sejumlah variabel
ekonomi yang antara lain pertumbuhan ekonomi, suku bunga, dan
tingkat harga. Sejalan dengan teori permintaan uang, tingkat harga atau
laju inflasi hanya akan berubah apabila jumlah uang beredar tidak
sesuai dengan jumlah yang diminta atau diperlukan oleh suatu
perekonomian. Apabila jumlah uang yang beredar lebih besar
dibandingkan dengan jumlah uang yang dibutuhkan oleh masyarakat,
maka tingkat harga akan meningkat dan terjadi inflasi. Sebaliknya,
apabila jumlah uang yang beredar lebih kecil daripada jumlah uang
yang dibutuhkan oleh masyarakat, maka tingkat harga akan menurun

dan terjadi apa yang disebut sebagai deflasi.



Banyak kajian empiris yang membuktikan bahwa pertumbuhan
uang beredar dan laju inflasi yang tinggi mempunyai korelasi yang
tinggi, misalnya kajian yang dilakukan oleh Fisher, Sahay, dan Vegh.
Mereka menyatakan bahwa dalam jangka panjang hubungan antara
pertumbuhan uang beredar dan laju inflasi menjadi semakin kuat.
Namun, dalam jangka pendek pertumbuhan uang beredar dan laju
inflasi masih mempunyai korelasi yang cukup signifikan, apalagi
untuk mengetahui hubungan kedua variabel tersebut dengan
mempergunakan data lag, misalnya dengan data satu atau dua periode
sebelumnya. Meskipun demikian, kajian tersebut juga menyatakan
bahwa hubungan dua variabel tersebut tidak persis berhubungan
langsung satu lawan satu. Kajian ini juga menemukan bahwa laju
inflasi yang tinggi cenderung tidak stabil. Sebaliknya, laju inflasi yang
rendah cenderung lebih stabil.

. Teori Keynes

Dalam perkembangannya, tidak semua ekonom sependapat
dengan teorikuantitas uang. Misalnya, para ekonom aliran Keynesian
tidak sepenuhnyasependapat dengan teori tersebut. Ekonom Keynesian
menyatakan bahwateori kuantitas tidak valid karena teori tersebut
mengasumsikan ekonomidalam kondisi full employment (kapasitas
ekonomi penuh). Dalam kondisikapasitas ekonomi yang belum penuh,
maka ekspansi (pertambahan) uangberedar justru akan menambah

output (meningkatkan pertumbuhanekonomi dan kesempatan kerja)



dan tidak akan meningkatkan harga. Lebihlanjut dikatakan bahwa uang
tidak sepenuhnya netral, pertambahan uangberedar dapat mempunyai
pengaruh tetap (permanen) terhadap variabel-variabelriil seperti output
dan suku bunga.

Pendekatan Keynes juga menyatakan bahwa teori kuantitas
yangmengasumsikan elastisitas dan perputaran uang (velocity of
circulation)adalah tetap juga tidak benar. Elastisitas dan perputaran
uang sangat sulitdiprediksi dan banyak dipengaruhi oleh ekspektasi
masyarakat sertaperubahan barang-barang yang merupakan substitusi
uang (financial assets).Hal tersebut terbukti bahwa dalam suatu
perekonomian dimana sektorkeuangannya telah maju dan terdapat
instrumen-instrumen keuangan yangberfungsi sebagai substitusi uang,
maka perputaran uang akan menjadisemakin sulit diprediksi.

Dalam perkembangannya perbedaan pendapat antara ekonom
aliranmonetaris, aliran Keynesian, dan yang lain semakin kecil, atau
terjadikonvergensi antara berbagai aliran tersebut. Mishkin (1984,
2001)menyatakan bahwa sepanjang inflasi dilihat sebagai sustained
inflation atauinflasi yang terus menerus dan berjangka panjang, maka
baik ekonom aliranmonetaris maupun ekonom aliran Keynesian
sependapat bahwa inflasi adalahsuatu gejala moneter. Untuk
membuktikan bahwa inflasi adalah suatu gejalamoneter, berbagai
kajian yang dipelopori oleh Friedman (1963) dandilanjutkan oleh

berbagai kajian selanjutnya, telah dapat menguji bahwadalam jangka
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panjang memang terdapat keterkaitan yang erat antara inflasidan
jumlah uang yang beredar. Dalam pengertian umum dapat
dikatakanbahwa inflasi terutama timbul karena jumlah uang yang
beredar dalam suatuperekonomian melebihi jumlah uang beredar yang
diminta atau diperlukanoleh perekonomian bersangkutan. Pengertian
tersebut tidak mengatakanbahwa tidak terdapat faktor-faktor lain yang
dapat menimbulkan laju inflasi.Banyak faktor lain yang dapat menjadi
penyebab timbulnya inflasi, tetapiinflasi terutama disebabkan oleh

jumlah uang beredar atau likuiditas yangberlebihan.

. Teori Strukturalis

Teori ini lebih didasarkan pada pengalaman negara-negara di
AmerikaLatin. Pendekatan ini menyatakan bahwa inflasi, terutama di
negaraberkembang lebih disebabkan oleh faktor-faktor struktural
dalamperekonomian.

Menurut teori ini ada dua masalah struktural di dalam
perekonomiannegara berkembang yang dapat mengakibatkan inflasi.
Pertama, penerimaanekspor tidak elastis, yaitu pertumbuhan nilai
ekspor yang lebih lambatdibandingkan dengan pertumbuhan sektor
lainnya. Hal tersebut disebabkanoleh terms of trade yang memburuk
dan produksi barang ekspor yang kurangresponsif terhadap kenaikan
harga. Dengan melambatnya pertumbuhanekspor, maka akan
terhambat kemampuan untuk mengimpor barang-barangyang

dibutuhkan. Seringkali negara berkembang melakukan
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kebijakansubstitusi impor meskipun dengan biaya yang tinggi dan
mengakibatkanharga barang yang tinggi sehingga menimbulkan
inflasi.

Kedua, masalahstruktural perekonomian negara berkembang
lainnya adalah produksi bahanmakanan dalam negeri yang tidak
elastis, yaitu pertumbuhan produksimakanan dalam negeri tidak
secepat pertambahan penduduk danpendapatan perkapita sehingga
harga makanan dalam negeri cenderungmeningkat lebih tinggi
daripada kenaikan harga barang-barang lainnya. Halini mendorong
timbulnya tuntutan kenaikan upah dari pekerja sektor industriyang
selanjutnya akan meningkatkan biaya produksi dan pada akhirnyaakan
menimbulkan inflasi. Sementara itu, proses inflasi dalam
prakteknyakemungkinan dapat mengandung aspek-aspek dari ketiga
teori inflasitersebut.”

4. Jenis-Jenis Inflasi
Inflasi yang terjadi dapat dikelompokkan berdasarkan sifatnya, sebab
terjadinya, dan berdasarkan asalnya:
a. Inflasi berdasarkan sifatnya

Berdasarkan sifatnya, inflasi dibagi menjadi empat kategori
utama, yaitu:

1) Inflasi rendah (creeping inflation)yaitu inflasi yang besarnya

kurang dari 10% per tahun. Inflasi ini dibutuhkan dalam ekonomi

* 1bid, him. 7 — 10.
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karena akan mendorong produsen untuk memproduksi lebih
banyak barang dan jasa;

2) Inflasi menengah (galloping inflation),yaitu inflasi yang besarnya
antara 10-30% per tahun. Inflasi ini biasanya ditandai oleh naiknya
harga-harga secara cepat dan relatif besar. Angka inflasi pada
kondisi ini biasanya disebut inflasi 2 digit, misalnya 15%, 20%,
dan 30%;

3) Inflasi berat (high inflation),yaitu inflasi yang besarnya antara 30-
100% per tahun; dan

4) Inflasi sangat tinggi (hyperinflation),yaitu inflasi yang ditandai
oleh naiknya harga secara drastis hingga mencapai 4 digit (diatas
100%). Pada kondisi ini, masyarakat tidak ingin lagi menyimpan
uang, karena nilainya turun sangat tajam sehingga lebih baik
ditukarkan dengan barang.

b. Inflasi berdasarkan sebabnya
1) Demand Pull Inflation
Inflasi ini terjadi sebagai akibat pengaruh permintaan yang
tidak diimbangi oleh peningkatan jumlah penawaran produksi.
Akibatnya sesuai dengan hukum permintaan, jika permintaan
banyak sementara penawaran tetap, harga akan naik. Jika hal ini
berlangsung secara terus-menerus, akan mengakibatkan inflasi

yang berkepanjangan. Oleh karena itu, untuk mengatasinya
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2)

3)

diperlukan adanya pembukaan kapasitas produksi baru dengan
penambahan tenaga kerja baru.
Cost Push Inflation

Inflasi ini disebabkan kerena kenaikan biaya produksi yang
disebabkan oleh kenaikan biaya input atau biaya faktor produksi.
Akibat naiknya biaya faktor produksi, dua hal yang dapat
dilakukan oleh produsen, yaitu langsung menaikkan harga
produknya dengan jumlah penawaran yang sama atau harga
produknya naik karena penurunan jumlah produksi.
Bottle Neck Inflation

Inflasi ini dipicu oleh faktor penawaran (supply)atau faktor
permintaan (demand). Jika dikarenakan faktor penawaran maka
persoalannya adalah sekalipun kapasitas yang ada sudah terpakai
tetapi permintaannya masih banyak sehingga menimbulkan inflasi.
Adapun inflasi kerena faktor permintaan disebabkan adanya
likuiditas yang lebih banyak, baik itu berasal dari sisi keuangan
(monetary)atau akibat tingginya ekspektasi terhadap permitaan
baru.
Inflasi berdasarkan asalnya
1) Inflasi yang berasal dari dalam negeri (domestic inflation)

Inflasi ini timbul karena terjadinya defisit dalam

pembiayaan dan belanja negara yang terlihat pada anggaran
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belanja negara. Untuk mengatasinya, biasanya pemerintah
melakukan kebijakan mencetak uang baru.
2) Inflasi yang berasal dari luar negeri (imported inflation)
Inflasi ini timbul karena negara-negara yang menjadi
mitra dagang suatu negara mengalami inflasi yang tinggi.
Kenaikan harga-harga di luar negeri atau di negara-negara
mitra dagang utama (antara lain disebabkan melemahnya nilai
tukar) yang secara langsung maupun tidak langsung akan
menimbulkan kenaikan biaya produksi biasanya akan disertai
dengan kenaikan harga-harga barang.”
5. Faktor-faktor yang Menyebabkan Inflasi
Dilihat dari faktor-faktor utama yang menyebabkan inflasi, inflasi
dapat disebabkan dari sisi permintaan, penawaran, maupun ekspektasi.
Faktor yang juga menyebabkan inflasi tersebut dapat merupakan gabungan
dari ketiga faktor tersebut.
a. Inflasi Permintaan
Dalam ilmu ekonomi, terdapat dua variabel penting yang selalu
dijadikanpiranti dalam melakukan berbagai analisis ekonomi, termasuk
dalammenganalisis faktor-faktor yang menyebabkan inflasi. Dua
variabel tersebutadalah permintaan dan penawaran agregat. Permintaan
agregat padadasarnya merupakan jumlah seluruh kebutuhan konsumsi

dan investasi dalamsuatu perekonomian. Sedangkan penawaran

> Bambang Wijayanta dan Aristanti Widyaningsih, Ekonomi dan Akuntansi: Mengasah
Kemampuan Ekonomi, (Jakarta: PT. Grafindo Media Pratama, 2007), him. 112 — 113.
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agregat adalah seluruh potensiyang dimiliki oleh suatu perekonomian
untuk menghasilkan barang dan jasayang diperlukan oleh
perekonomian yang bersangkutan. Secara umum penawaran
agregatmencerminkan seluruh kapasitas produksi yang dimiliki
suatuperekonomian yang pada umumnya dipengaruhi oleh faktor-
faktor produksiyang tersedia, teknologi, dan produktivitas. Pada
tingkat keseimbanganekonomi, besarnya permintaan dan penawaran
agregat tersebut akan sama.

Dengan menggunakan permintaan dan penawaran agregat
selanjutnya akan digambarkan terjadinya kenaikan tingkat harga
umum yang terjadi atau yang disebut sebagai inflasi. Pada grafik
berikut, perekonomian dalam tingkat keseimbangan jangka panjang
yang digambarkan pada titik Y*, yaitu pada saat kurva permintaan
agregat (AD1) berpotongan dengan kurva penawaran agregat (baik
untuk penawaran jangka pendek (SRAS1) maupun penawaran jangka
panjang (LRAS), yaitu pada titik A.

Dalam jangka panjang penawaran agregat dianggap tetap karena
seluruh kapasitas produksi telah dipergunakan. Pada titik tersebut
tingkat harga terjadi pada tingkat P1. Apabila jumlah uang beredar
bertambah, maka sebagai akibatnya jumlah permintaan agregat akan
bertambah sehingga kurva permintaan agregat akan bergeser ke kanan
dan menjadi AD2. Pada awalnya (dalam jangka pendek),

perekonomian akan bergeser ke titik B. Akan tetapi, pada titik tersebut
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perekonomian telah melampaui kapasitas yang tersedia sehingga kurva
penawaran agregat akan bergeser ke kiri menjadi SRAS2 sampai pada
keseimbangan semula dan berhenti pada titik C. Pada keseimbangan
baru tersebut tingkat harga akan meningkat dan tercapai pada titik P2.
Apabila pertambahan uang beredar terus berlanjut, maka yang terjadi
adalah kenaikan harga pada titik P3, P4, dan seterusnya, dan tidak
menambah besarnya output. Berdasarkan kondisi tersebut, dikatakan
bahwa inflasi terjadi karena pertambahan jumlah uang beredar.

Namun, inflasi juga dapat disebabkan oleh faktor-faktor lain.
Berdasarkan contoh tersebut, pertambahan uang beredar dalam jangka
pendek telah mengakibatkan pertambahan jumlah permintaan agregat.
Pertambahan jumlah uang beredar dalam jangka pendek akan
mengakibatkan penurunan suku bunga dan selanjutnya akan
meningkatkan jumlah investasi dan konsumsi yang secara keseluruhan
merupakan jumlah permintaan agregat. Peningkatan permintaan
tersebut selanjutnya akan mendorong peningkatan harga-harga.
Kejadian tersebut sering disebut sebagai inflasi permintaan (demand
pull inflation atau Philips Curve inflation).

Inflasi permintaan adalah inflasi yang timbul sebagai hasil
interaksi antara permintaan dan penawaran domestik dalam jangka
panjang. Tekanan inflasi dari sisi permintaan akan timbul apabila
permintaan agregat berbeda dengan penawaran agregat atau potensi

output yang tersedia. Yang dimaksud dengan permintaan agregat
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adalah total permintaan barang dan jasa untuk keperluan konsumsi dan
investasi dalam suatu perekonomian. Jumlah barang dan jasa yang
dikonsumsi dan diinvestasikan tersebut digambarkan oleh Produksi
Domestik Bruto (PDB) perekonomian yang bersangkutan. Sementara
itu, yang dimaksud dengan penawaran agregat adalah seluruh potensi
yang dimiliki oleh suatu perekonomian untuk dapat memenuhi
permintaan agregat.

Perbedaan antara permintaan dan penawaran agregat disebut
output gap. Apabila permintaan agregat lebih besar dibanding potensi
output yang tersedia, maka tekanan terhadap inflasi akan semakin
besar, dan sebaliknya. Berdasarkan hal tersebut, output gap dapat
dipergunakan sebagai indikator adanya tekanan terhadap laju inflasi.
Namun, perlu dicatat bahwa output gap tersebut hanya dapat
digunakan dalam kondisi ekonomi yang normal. Dalam keadaan
tertentu, output gap tidak dapat dipergunakan sebagai indikator yang
baik. Misalnya, dalam keadaan ekonomi setelah terjadinya krisis, atau
suatu perekonomian yang mengalami stagnasi yang disertai inflasi
(stagflasi).

Inflasi Penawaran

Faktor kedua yang menyebabkan inflasi adalah faktor
penawaran, dan inflasi yang ditimbulkan sering disebut sebagai cost
push atau supply shock inflation. Jenis inflasi ini disebabkan oleh

kenaikan biaya produksi atau biaya pengadaan barang dan jasa.
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Termasuk dalam jenis inflasi ini adalah inflasi yang disebabkan faktor
penawaran lainnya yang memicu kenaikan harga penawaran atas suatu
barang (termasuk barang-barang yang harus diimpor), serta harga
barang-barang yang dikendalikan oleh Pemerintah. Misalnya, adanya
kenaikan harga minyak dunia, harga Bahan Bakar Minyak (BBM), dan
Tarif Dasar Listrik (TDL). Di samping itu, inflasi juga disebabkan oleh
faktor alam misalnya, gagalnya panen atau panen yang berlebih,
faktor-faktor sosial ekonomi, misalnya, adanya masalah atau hambatan
dalam distribusi suatu barang, atau faktor-faktor yang timbul karena
kebijakan tertentu, misalnya, karena adanya kebijakan tarif pajak,
pembatasan impor, atau kebijakan lainnya.

Inflasi yang disebabkan oleh interaksi antara permintaan dan
penawaran agregat tersebut pada dasarnya mengatakan bahwa apabila
jumlah permintaan agregat melebihi penawaran agregat (yang
merupakan potensi yang tersedia), maka harga-harga akan meningkat.
Secara sederhana dapat digambarkan dengan persamaan sebagai
berikut:

P=DIS

Apabila P adalah harga, sedangkan D dan S masing-masing
adalah permintaan dan penawaran agregat, maka P akan naik selama
jumlah D lebih besar dibandingkan dengan jumlah S. Hal tersebut
dapat terjadi apabila D meningkat sedangkan S tetap atau kenaikan S

tidak sebanding dengan kenaikan D. Hal yang sama juga akan terjadi
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apabila S berkurang, sedangkan D tetap atau penurunan D tidak
sebanding dengan penurunan S.

Inflasi yang disebabkan oleh sisi permintaan maupun penawaran
mempunyai kesamaan dalam hal menaikkan tingkat harga output
(kenaikan harga secara umume-inflasi). Akan tetapi, kedua faktor
tersebut mempunyai dampak yang berbeda terhadap volume output
(PDB riil). Dalam hal inflasi yang lebih disebabkan oleh sisi
permintaan, ada kecenderungan output akan meningkat sejalan dengan
kenaikan harga. Besaran kenaikan output tersebut sejalan dengan
elastisitas penawaran agregat. Sebaliknya, pada inflasi yang
disebabkan oleh sisi penawaran, kenaikan harga seringkali justru
diikuti dengan penurunan barang yang tersedia.

Inflasi Ekspektasi

Faktor ketiga yang menyebabkan inflasi adalah ekspektasi.
Faktor yang menyebabkan inflasi tidak hanya oleh faktor permintaan
dan penawaran. Inflasi juga dapat disebabkan oleh ekspektasi para
pelaku ekonomi atau yang sering disebut inflasi ekspektasi (Gordon,
2007)11 . Inflasi ekspektasi sangat berperan dalam pembentukan harga
dan juga upah tenaga kerja. Apabila para pelaku ekonomi, baik
individu, lembaga atau dunia usaha, berpikir bahwa laju inflasi yang
terjadi di waktu-waktu yang lalu masih akan terjadi di waktu yang
akan datang, maka para pelaku ekonomi akan melakukan antisipasi

untuk mengurangi kerugian yang mungkin timbul. Demikian juga
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pelaku usaha akan memperhitungkan biaya produksi dengan kenaikan
tingkat harga seperti pada waktu yang lalu. Misalnya, apabila pada
waktu-waktu yang lalu rata-rata inflasi sebesar 7%, maka seorang
pengusahaakan menaikkan harga jual produknya sebesar 7% pada
tahun yang akan datang, meskipun laju inflasi yang akan terjadi
mungkin tidak sebesar 7%. Seorang tenaga kerja atau seorang yang
menyewakan rumahnya mungkin akan berperilaku yang sama.
Perilaku yang selanjutnya diwujudkan dalambentuk keputusan-
keputusan oleh para pelaku ekonomi tersebut adalah karena adanya
ekspektasi yang terbentuk yang didasarkan pada waktu yang lalu.
Ekspektasi yang demikian sering disebut ekspektasi inflasi adaptif,
yang terbentuk dari peristiwa ekonomi pada periode-periode yang lalu
yang diperkirakan masih bertahan hingga kini.

Pembentukan inflasi ekspektasi yang bersifat adaptif (backward
expectation) ini dipengaruhi oleh berbagai hal yang antara lain sebagai
berikut: 1) inflasi permintaan yang persisten di masa lalu, 2) inflasi
penawaranyang besar atau sering terjadi, dan 3) inflasi penawaran
yang diperkuat oleh kebijakan moneter yang akomodatif. Untuk
mengurangi dampak ekspektasi inflasi adaptif ini perlu peningkatan
kredibilitas (kebijakan) bank sentral. Bank sentral yang kredibel dapat
menurunkan ekspektasi inflasi dan mendorong ekspektasi inflasi

berdasarkan kondisi ekonomi ke depan (forward looking).
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Ekspektasi inflasi juga dapat disebabkan oleh ekspektasi pelaku
ekonomi yang didasarkan pada perkiraan yang akan datang akibat
adanya kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pada saat ini.
Misalnya, dengan adanya kebijakan moneter ketat yang dilakukan oleh
otoritas moneter pada saat ini, pelaku usaha akan mengambil
keputusan usahanya didasarkan ekspektasi mereka terhadap dampak
kebijakan moneter ketat tersebut pada masa yang akan datang. Jika
masyarakat memperkirakan bahwa dengan adanya kebijakan moneter
ketat dan inflasi akan menurun, maka mereka akan mengambil
keputusan usahanya berdasarkan perkiraan tingkat inflasi yang akan
datang yang diperkirakan akan menurun. Dalam hal ini pelaku usaha
mempunyai ekspektasi inflasi yang didasarkan atas kebijakan yang
telah dilakukan otoritas moneter pada saat sekarang. Perilaku pelaku
ekonomi yang berdasarkan adanya ekspektasi yang terbentuk dan
didasarkan pada perkiraan yang akan datang tersebut disebut
ekspektasi yang forward looking. Bank sentral mempunyai peran yang
besar untuk membentuk ekspektasi tersebut. Kebijakan bank sentral
yang kredibel dan konsisten dapat mengarahkan pembentukan
ekspektasi inflasi ke depan yang rendah.

Di samping ketiga faktor pembentuk inflasi tersebut, faktor yang
menyebabkan inflasi juga dapat dilihat berdasarkan sumber dari

inflasi.®

® Suseno, Inflasi, him. 11 — 16.
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6. Dampak Inflasi

Sebagai akibat kenaikan harga barang dan jasa, maka nilai suatu
mata uang akan mengalami penurunan dan daya beli mata uang tersebut
menjadi semakin lemah. Penurunan daya beli tersebut selanjutnya akan
berdampak terhadap individu, dunia usaha, serta anggaran pendapatan dan
belanja pemerintah. Dengan kata lain, laju inflasi yang tinggi akan
berakibat negatif terhadap suatu perekonomian secara keseluruhan.
Namun, penurunan nilai mata uang sebagai akibat inflasi dampaknya tidak
akan sama terhadap seluruh masyarakat. Kelompak masyarakat yang
berpenghasilan tetap, misalnya, pegawai negeri, adalah kelompok
masyarakat yang menderita akibat inflasi. Kelompok masyarakat
berpendapatan tetap tersebut akan menderita karena secara riil
pendapatannya akan menurun atau menjadi lebih kecil. Sementara
kelompok masyarakat lainnya yang mempunyai kemampuan untuk
melindungi diri tidak menerima beban yang sama sebagai akibat adanya
inflasi.

Ketidakpastian besarnya laju inflasi juga dapat mengakibatkan
semakin seriusnya beban atau bahaya inflasi. Laju inflasi yang terlalu
berfluktuasi akan menimbulkan distorsi terhadap tingkat harga. Dalam
sistem ekonomi pasar, tingkat harga merupakan sinyal bagi rumah tangga
maupun dunia usaha tentang keseimbangan alokasi sumber daya ekonomi
dalam suatu perekonomian. Misalnya, apabila kenaikan harga tahu lebih

besar dibandingkan harga tempe, maka hal tersebut akan mendorong
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masyarakat untuk lebih banyak memproduksi tahu dan mendorong orang
akan lebih banyak mengkonsumsi tempe (dengan asumsi hal-hal lain tetap
atau dalam istilah ekonominya cateris paribus). Kenaikan harga-harga
saham di pasar modal yang secara relatif lebih besar dibandingkan dengan
kenaikan harga barang dan jasa pada umumnya merupakan tanda-tanda
membaiknya prospek dunia usaha, yang lebih lanjut berarti adanya
kesempatan untuk melakukan berbagai investasi yang menguntungkan.
Harga relatif (bukan harga satu persatu barang dan jasa) merupakan sinyal
yang sangat penting bagi para pelaku ekonomi dalam mengambil berbagai
keputusan yang strategis.

Apabila laju inflasi bergejolak (sangat berfluktuasi) dan tidak
menentu, maka harga-harga secara relatif juga berubah terhadap tingkat
harga secara umum, dan hal tersebut sangat berbahaya karena keadaan
tersebut akan mendistorsi sinyal ekonomi yang sangat penting dalam suatu
perekonomian, yaitu harga. Perubahan dan variasi harga relatif yang
timbul karena adanya ketidakpastian harga (inflasi) dapat mengakibatkan
masyarakat (individu dan dunia usaha) memboroskan sumber-sumber daya
ekonomi untuk mencari harga yang berbeda-beda.

Salah satu contoh inflasi yang tidak menentu dan tak terkendali
adalah apa yang disebut hiperinflasi, yaitu suatu keadaan ketika laju inflasi
dapat meningkat ratusan atau bahkan ribuan persen dalam suatu waktu
tertentu. Hiperinflasi sangat berbahaya bagi suatu perekonomian. Dalam

keadaan hiperinflasi setiap orang akan berusaha untuk membelanjakan
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uangnya sampai habis atau menukarkannya dengan mata uang yang lebih
stabil sebelum harga-harga semakin meningkat. Pada tahun 1960-an
Indonesia pernah mengalami hiperinflasi. Demikian juga sejumlah negara
lain pernah mengalami apa yang disebut hiperinflasi tersebut, misalnya,
Zimbabwe. Zimbabwe, sebuah negara di kawasan sub sahara Afrika,
mencatat rekor negara dengan hiperinflasi tertinggi di dunia, yaitu di atas
dua juta persen pada 2007. Dengan tingkat inflasi seperti itu, maka harga
sebungkus roti bisa naik berkali-kali lipat dalam hitungan jam. Dalam
keadaan hiperinflasi tersebut, tingkat harga sebagai sinyal tentang nilai
suatu barang atau jasa atau sebagai sinyal dalam alokasi sumber daya
ekonomi dalam suatu negara tidak berfungsi sama sekali. Sementara itu,
dampak inflasi juga dapat dibedakan menjadi dampak inflasi yang terduga
(expected inflation) dan dampak inflasi yang tak terduga (unexpected
inflation). Baik inflasi yang terduga maupun yang tak terduga akan
berpengaruh terhadap distribusi dan alokasi sumber daya dalam suatu
perekonomian. Sebagaimana diketahui, inflasi akan mengakibatkan
merosotnya daya beli suatu mata uang. Dengan kata lain, secara riil nilai
suatu mata uang menjadi lebih kecil dari nilai nominalnya. Apabila kita
memiliki dan menyimpan uang selama satu tahun sebesa Rp 100 dan pada
tahun tersebut laju inflasi adalah sebesar 7%, maka daya beli atau nilai riil
uang tersebut pada akhir tahun sebenarnya telah berkurang sebesar Rp?7.
Berkurangnya nilai riil uang tersebut akan berpengaruh terhadap

permintaan atau keinginan masyarakat untuk memegang atau menyimpan

25



uang. Dalam hal perekonomian mengalami inflasi yang tinggi, maka dapat
dipastikan bahwa masyarakat akan berusaha mengurangi jumlah uang
yang dipegang dan, sebaliknya akan berusaha untuk menukarkannya pada
barang yang nilainya tidak mudah merosot karena inflasi.

Hal tersebut lebih lanjut akan berpengaruh terhadap transaksi
ekonomi dan alokasi sumber daya yang ada dalam perekonomian yang
bersangkutan. Misalnya, dalam transaksi pinjam meminjam uang, inflasi
akan berpengaruh terhadap alokasi dana antara debitur dan kreditur. Bagi
debitur pembayaran kembali pokok dan bunga atas uang yang dipinjam
secara riil menjadi lebih kecil. Dengan demikian, dalam kondisi inflasi
yang tinggi kreditur menjadi pihak yang dirugikan dan debitur menjadi
pihak yang diuntungkan.

Laju inflasi juga akan mendistorsi pajak pendapatan atau keuntungan
yang dikenakan oleh pemerintah kepada masyarakat, baik pajak terhadap
perseorangan maupun badan usaha yang pada umumnya bersifat progresif.
Artinya, semakin besar pendapatan atau laba yang diperoleh, maka tarif
pajaknya akan semakin besar. Sebagaimana diketahui, pajak pada
umumnya dikenakan pada pendapatan atau laba nominal yang diperoleh.
Dengan adanya inflasi maka kenaikan pendapatan atau keuntungan
tersebut juga tidak mencerminkan adanya kenaikan pendapatan atau
keuntungan yang mencerminkan daya beli yang sesungguhnya karena
sebagian pendapatan atau laba tersebut sudah termakan oleh inflasi yang

terjadi.
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Sebagai ilustrasi, misalnya, seseorang yang melakukan investasi
(misalnya menyimpan uang di bank dalam bentuk deposito) dengan suku
bunga 8%. Atas pendapatan bunga tersebut dikenakan pajak sebesar 20%.
Apabila laju inflasi yang terduga sebesar 4%, maka pendapatan bunga rill
setelah pajak sebenarnya hanya sebesar 2,4% (dihitung: (1-20%) (8%) (-
4%)). Apabila ekspektasi inflasi meningkat menjadi 8% dan suku bunga
deposito meningkat menjadi 12%, maka pendapatan bunga riil menjadi
hanya 1,6%. Dengan ilustrasi tersebut terlihat dengan jelas bahwa suku
bunga harus naik lebih besar daripada kenaikan inflasi agar pendapatan
bunga riil dapat dipertahankan. Beban inflasi terduga yang lain adalah apa
yang disebut sebagai menu cost, atau biaya yang timbul karena adanya
perubahan suatu harga. Untuk toko-toko yang besar, misalnya, berupa
ongkos untuk mengganti label-label harga yang sudah ditempel termasuk
juga biaya untuk menginformasikan adanya perubahan harga, dsb.

Para pelaku ekonomi pada umumnya adalah pihak-pihak yang sangat
rasional dan selalu memperhitungkan untung rugi dalam setiap tindakan
maka, berkaitan dengan hal tersebut dalam setiap transaksi, para pelaku
ekonomi pada umumnya memperhitungkan laju inflasi yang akan terjadi.
Penghitungan tersebut terutama dilakukan pada transaksi yang
memerlukan jangka waktu, misalnya, melakukan transaksi pinjam-
meminjam, mengerjakan suatu proyek yang penyelesaiannya memerlukan
jangka waktu, dan perjanjian jual-beli berjangka. Dalam melakukan

transaksi yang demikian, pada umumnya nilai transaksi sudah ditambah

27



dengan besarnya inflasi dalam jangka waktu transaksi sejak mulai sampai
selesainya transaksi tersebut. Tentu saja inflasi yang diperkirakan tersebut
tidak selalu sama dengan tingkat inflasi yang sesungguhnya terjadi.
Sebagai akibat perbedaan antara laju inflasi yang sudah diperkirakan dan
laju inflasi yang sesungguhnya terjadi, maka akan ada pengaruh terhadap
distribusi atau alokasi sumber-sumber daya ekonomi dalam suatu
perekonomian.

Sebagai ilustrasi, misalnya, dengan asumsi tidak ada ekspektasi
inflasi (inflasi 0%), sebuah bank yang meminjamkan uang kepada seorang
debitur sebesar Rp1000 dengan suku bunga sebesar 4%. Pada akhir tahun
berapa pun besarnya laju inflasi, bank tersebut akan menerima kembali
uang yang dipinjamkan sebesar Rp1000 X 1.04 =Rp1040. Seandainya
ternyata laju inflasi yang terjadi adalah sebesar 7%, maka uang yang
diterima bank tersebut secara riil sebenarnya berkurang (daya belinya
minus sebesar) 3%, Karena sebenarnya suku bunga riil yang terjadi adalah
sebesar 3%. Hal tersebut terjadi karena adanya inflasi yang tak terduga
sebesar 7% - 0% atau sebesar 7%. Berdasarkan kejadian tersebut
sebenarnya telah terjadi transfer daya beli uang sebesar Rp 70 dari kreditur
kepada debitur. Contoh lain : adanya redistribusi pendapatan dalam hal
terjadi inflasi yang tak terduga adalah berkurangnya upabh riil bagi pegawai

yang menerima gaji tetap secara nominal.’

"Ibid, him. 17 — 20.
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7. Pengendalian Inflasi

Inflasi adalah gejala umum yang terjadi di berbagai belahan dunia
dan terjadi baik di negara maju maupun negara sedang berkembang.
Inflasi juga bukan masalah baru. Inflasi bahkan sudah dikenal sejak jaman
Romawi. Banyak negara yang dapat dengan baik mengendalikan laju
inflasi dengan baik. Akan tetapi juga tidak sedikit negara yang meskipun
sudah berusaha keras, tetap mengalami laju inflasi yang tinggi, bahkan
mengalami hiperinflasi.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, inflasi dapat berdampak
negatif terhadap perekonomian. Mengingat dampak negatif yang
ditimbulkan, maka setiap negara berusaha untuk dapat mengendalikan laju
inflasi pada suatu tingkat yang rendah dan stabil. Yang menjadi
pertanyaan adalah pada tingkat berapakah suatu inflasi dianggap sebagai
inflasi yang rendah, sedang, atau tinggi. Sayangnya, tidak terdapat
konsensus di antara para ekonom dan pengambil kebijakan ekonomi
mengenai berapa inflasi yang dapat dianggap rendah. Tinggi atau
rendahnya laju inflasi bersifat sangat relatif dan berbeda-beda dari satu
negara dengan negara yang lain, bahkan dalam suatu perekonomian sering
terjadi perbedaan persepsi tentang inflasi yang dapat ditoleransi. Di
negara-negara maju, tingkat inflasi yang rendah dan dianggap wajar pada
umumnya berkisar antara 2 sampai 3%. Di Indonesia angka inflasi single
digit, yang artinya kurang dari 10% masih dianggap wajar. Di Indonesia

sampai dengan tahun 1990-an sering dikatakan bahwa inflasi single digit
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dianggap sebagai batas psikologis, artinya, inflasi apabila melampaui
single digit baru dianggap berbahaya. Dengan kata lain, inflasi sampai 9%
masih dianggap wajar. Dornbusch dan Fisher (1993), misalnya,
mengklasifikasikan laju inflasi menjadi laju inflasi yang moderat (sedang),
tinggi, sangat tinggi (ekstrem) dan hiperinflasi.

Terlepas dari berapa angka inflasi yang dianggap cukup rendah,
semua negara di dunia sepakat bahwa inflasi adalah tidak baik dan harus
dapat dikendalikan. Untuk mengendalikan laju inflasi tersebut, diperlukan
kebijakan ekonomi yang tepat. Kebijakan ekonomi pokok yang
dipergunakan untuk mengendalikan inflasi pada umumnya adalah
kebijakan fiskal dan moneter.

Untuk dapat mengendalikan laju inflasi, tentunya perlu diketahui
faktor yang menyebabkan terjadinya inflasi. Bertitik tolak dari faktor-
faktor penyebab inflasi yang telah didiskusikan pada bagian sebelumnya,
maka untuk mengendalikan inflasi perlu kebijakan yang sesuai dengan
faktor penyebabnya. Untuk mengatasi inflasi permintaan, karena faktor
penyebabnya adalah kelebihan uang beredar, maka kebijakan yang sesuali
adalah kebijakan moneter. Sementara, itu untuk mengatasi inflasi yang
disebabkan oleh faktor penawaran, maka kebijakan yang sesuai adalah
kebijakan fiskal atau kebijakan ekonomi lainnya. Namun, untuk
mengendalikan laju inflasi dapat dilakukan dengan lebih efektif, maka
diperlukan koordinasi kebijakan fiskal, moneter, maupun kebijakan

lainnya dengan sebaik-baiknya.
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Dalam hal kebijakan moneter, kerangka kerja suatu kebijakan
moneter pada tiap negara tidak sama. Hal tersebut disebabkan antara lain
oleh kondisi ekonomi dan berbagai hal lain seperti aspek hukum dan
kelembagaan yang tidak sama pada masing-masing negara. Berhubung
adanya berbagai perbedaan tersebut, maka sasaran akhir kebijakan
moneter, maupun cara untuk mencapai, dan piranti yang dipergunakan
untuk mencapai target akhir kebijakan moneter juga dapat berbeda dari
satu negara ke negara yang lain. Kerangka kerja kebijakan moneter secara
umum dapat digambarkan pada diagram 1. Kerangka kerja tersebut secara
garis besar dibagi menjadi dua, yaitu kerangka kerja operasional dan
kerangka kerja strategis. Gambar tersebut menunjukkan bahwa inflasi (dan
dalam beberapa hal) kebijakan moneter juga dapat diarahkan untuk
mencapai sasaran lain, misalnya, pertumbuhan ekonomi dan kesempatan
kerja. Untuk mencapai sasaran akhir tersebut diperlukan suatu piranti
moneter (monetary instrument). Untuk mengendalikan inflasi dapat
digunakan kebijakan moneter yang bersifat langsung atau tidak langsung.
Pengendalian inflasi secara tidak langsung seringkali dilakukan melalui
operasi pasar terbuka (OPT). Untuk melakukan OPT, maka bank sentral
perlu instrumen moneter yang antara lain dapat berupa surat utang
pemerintah dan atau surat utang bank sentral. Selain melalui OPT,
pengendalian inflasi juga dapat dilakukan dengan menggunakan instrumen
giro wajib minimum (reserve requirement), dan imbauan (moral

suassion).
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Dalam kerangka sebagaimana digambarkan tersebut, sasaran akhir
kebijakan moneter tidak dapat langsung dicapai, dan harus melalui sasaran
antara dan sasaran operasional. Sasaran antara (intermediate target) dapat
berupa jumlah uang beredar, apakah uang beredar dalam arti sempit (M1)
atau uang beredar dalam arti luas (M2). Sasaran antara berupa jumlah uang
beredar biasa digunakan dalam pelaksanaan kebijakan moneter yang
berbasis aggregat moneter (quantity-based approach). Di samping itu,
sasaran antara juga dapat berupa suku bunga jangka panjang. Sasaran
antara suku bunga jangka panjang biasa digunakan dalam pelaksanaan
kebijakan moneter yang berbasis suku bunga. Sementara itu, untuk
mencapai sasaran antara tersebut, perlu adanya sasaran operasional.
Sasaran operasional dapat berupa uang primer (MO) atau suku bunga
jangka pendek.

Kerangka kebijakan moneter dapat berubah sesuai dengan
perkembangan perekonomian suatu negara. Semakin banyak negara yang
beralih menggunakan kebijakan moneter yang berbasis suku bunga dan
semakin banyak negara yang menganut Inflation TargetingFramework
(ITF). Bagi negara yang menganut kebijakan moneter dengan sasaran
akhir yang memprioritaskan pencapaian stabilitas harga (ITF), sasaran
antara sudah menjadi tidak begitu penting lagi, sementara itu, sasaran

operasionalnya pada umumnya menggunakan suku bunga jangka pendek.
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Sejak Juli 2005, Bank Indonesia sebagai bank sentral Indonesia juga mulai
menerapkan ITF tersebut.?
C. Hakekat Kurs
1. Pengertian Kurs

Setiap negara memiliki mata uang yang berbeda-beda dan juga
memiliki nilai. Dengan memiliki nilai, maka dapat diukur perbandingan
mata uang dari tiap-tiap negara tersebut.

Nilai tukar atau yang lebih populer dikenal dengan sebutan kurs mata
uang adalah catatan harga pasar dari mata uang asing dalam harga mata
uang dometik. Kurs didefinisikan sebagai jumlah uang domestik yang
dibutuhkan untuk memperoleh satu unit mata uang asing. Nilai kurs akan
berbeda dengan mata uang suatu negara.” Nilai tukar (kurs) menunjukkan
harga atau nilai mata uang suatu negara dinyatakan dalam nilai mata uang
negara lain.’® Nilai tukar antara negara satu dengan negara lain tidaklah
sama.

Para ekonom membedakan kurs menjadi dua, yaitu: (1) Kurs
nominal, adalah harga relatif dari mata uang dua negara dan (2) Kurs riil,
adalah harga relatif dari barang-barang di antara dua negara. Kurs riil
menyatakan tingkat dimana kita bisa memperdagangkan barang-barang

dari suatu negara untuk barang-barang dari negara lain.**

®Ibid, him. 21 — 24.

® Asfia Murni, Ekonomi Makro, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2013), him. 31.

10 sadono Sukirno, Makro Ekonomi: Teori Pengantar, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2006), him. 397.

' N. Gregory Mankiw, Makroekonomi (ed. Wibi Hardani, dkk.), (Jakarta: Erlangga, 2006),
him. 128.
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2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kurs
Perubahan dalam permintaan dan penawaran suatu valuta, yang
selanjutnya menyebabkan perubahan dalam kurs valuta disebabkan oleh
beberapa faktor, antara lain:
a. Perubahan citarasa masyarakat
Citarasa masyarakat mempengaruhi corak konsumsi mereka.
Maka perubahan citarasa masyarakat akan mengubah corak konsumsi
mereka atas barang-barang yang diproduksi di dalam negeri maupun
yang diimpor. Perbaikan kualitas barang-barang dalam negeri
menyebabkan keinginan mengimpor berkurang dan dapat pula
menaikkan ekspor. Sedangkan perbaikan kualitas barang-barang impor
menyebabkan keinginan masyarakat untuk mengimpor bertambah
besar. Perubahan-perubahan tersebut akan mempengaruhi permintaan
dan penawaran akan valuta asing.
b. Perubahan harga barang ekspor dan impor
Harga suatu barang merupakan salah satu faktor penting yang
menentukan apakah suatu barang akan diimpor atau diekspor. Barang-
barang dalam negeri yang dapat dijual dengan harga yang relatif murah
akan menaikkan ekspor dan apabilaharganya naik maka ekspornya
akan berkurang. Pengurangan harga barang impor akan menambah
jumlah impor, dan sebaliknya, kenaikan harga barang impor akan

mengurangi impor. Dengan demikian perubahan harga-harga barang
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ekspor dan impor akan menyebabkan perubahan dalam penawaran dan
permintaan atas mata uang negara tersebut.
Kenaikan harga umum (inflasi)

Inflasi sangat besar pengaruhnya terhadap kurs valuta asing.
Inflasi yang berlaku pada umumnya cenderung untuk menurunkan
nilai valuta asing. Kecenderungan tersebut disebabkan efek inflasi
yang menyebabkan harga-harga di dalam negeri lebih mahal dari
harga-harga di luar negeri dan karena itu inflasi akan menambah impor
yang menyebabkan permintaan atas valas bertambah. Selain itu inflasi
menyebabkan harga-harga barang ekspor menjadi lebih mahal, karena
itu inflasi cenderung mengurangi ekspor yang menyebabkan
penawaran atas valas berkurang. Maka harga valas akan bertambah
(berarti harga mata uang negara yang mengalami inflasi merosot).

. Perubahan suku bunga dan tingkat pengembalian investasi

Suku bunga dan tingkat pengembalian investasi sangat penting
peranannya dalam mempengaruhi aliran modal. Suku bunga dan
tingkat pengembalian investasi yaang rendah cenderung akan
menyebabkan modal dalam negeri mengalir ke luar negeri. Sedangkan
suku bunga dan tingkat pengembalian investasi yang tinggi akan
menyebabkan modal luar negeri masuk ke negara tersebut. apabila
lebih banyak modal mengalir ke suatu negara, permintaan atas mata
uangnya bertambah, maka nilai mata uang tersebut bertambah. Nilai

mata uang suatu negara akan merosot apabila lebih banyak modal
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negara yang dialirkan ke luar negeri karena suku bunga dan tingkat
pengembalian investasi yang lebih tinggi di negara-negara lain.
e. Pertumbuhan ekonomi
Efek yang diakhibatkan oleh kemajuan ekonomi terhadap nilai
mata uangnya tergantung pada corak pertumbuhan ekonomi yang
berlaku. Apabila kemajuan tersebut diakhibatkan oleh perkembangan
ekspor, maka permintaan atas mata uang negara itu bertambah lebih
cepat dari penawarannya dan akan menaikkan nilai mata uangnya.
Tetapi, apabila kemajuan tersebut menyebabkan impor berkembang
lebih cepat dari ekspor, penawaran mata uang negara itu lebih cepat
bertambah dari permintaannya dan akan menurunkan nilai mata uang
negara tersebut.*?
3. Sistem Kurs
Nilai tukar atau kurs tergantung pada permintaan dan penawaran,
secara khusus setiap negara dapat mempengaruhi kurs valuta sing terhadap
mata uang negaranya sendiri. Sistem kurs dibagi menjadi 3 yaitu, (1)
Sistem kurs tetap (Fixed Exchange Rate System) adalah kurs yang
ditetapkan oleh pemerintah. Sistem kurs ini akan berlaku untuk seluruh
jenis transaksi yang melibatkan dua atau lebih mata uang yang berbeda.
Bila kurs naik ataupun turun, pemerintah dalam hal ini sebagai pemegang
otoritas moneter, harus berusaha mengembalikan pada kurs yang sudah

ditetapkan. Jika pasar kelbihan penawaran yang berakibat kurs turun atau

21hid, him. 402 — 403.
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lebih rendah dari harga kurs tetap, pemerintah akan membeli valuta asing.
Dengan pembelian ini, permintan akan mengurangi penawaran, yang
mengakibatkan harga kembali ke kurs tetap. Sebaliknya, ketika pasar
kelebihan permintaan, artinya kurs naik melebihi harga patokan,
pemerintah harus menjual valuta asing yang ada pada cadangan untuk
menambah penawaran; (2) Sistem kurs bebas (Freety-Floating Excange
Rate Sytem) adalah sistem kurs yang ditentukan oleh pasar tanpa campur
tangan pemerintah. Ada beberapa keunggulan sistem kurs bebas antara
lain sebagai berikut: (a) Pemerintah tidak perlu menyedikan cadangan
devisa untuk mengendalikan pasar, (b) Tidak ada pasar gelap seperti yang
terjadi pada sistem kurs tetap, dan (c) Kurs yang berlaku adalah kurs
keseimbangan; dan (3) Sistem kurs mengambang terkendali (Managed
Floating Exchange Rate System) adalah kurs yang ditentukan oleh pasar
dalam kisaran tertentu. Jika kurs melebihi kisaran tersebut maka
pemerintah akan campur tangan. Pemerintah mempengaruhi nilai tukar
melalui intervensi pasar apabila kurs naik atau turun melebihi batas yang

telah ditentukan.™

D. Hakekat Pendapatan Perkapita

Tujuan akhir pembangunan dan kebijakan yang ingin dicapai oleh suatu
negara adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Secara sederhana
kebijaksanaan tersebut bertujuan meningkatkan pendapatan masyarakat, dalam

istilah ekonomi disebut sebagai pendapatan nasional. Kesejahteraan

13 Nurul Huda, dkk., Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoretis, (Jakarta: Kencana, 2014),
him. 175.
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masyarakat dapat pula diukur dengan cara membagi pendapatan nasional
dengan jumlah penduduk yang hasilnya disebut sebagai pendapatan perkapita
atau pendapatan tiap orang. Semakin tinggi pendapatan perkapita suatu negara
tertentu, maka semakin tinggi pula kesejahteraan masyarakatnya.

Sadono Sukirno menyatakan bahwa pendapatan nasional adalah nilai
barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam jangka waktu tertentu.
Sedangkan pendapatan perkapita adalah pendapatan rata-rata suatu negara
pada periode tertentu, yang biasanya satu tahun. Pendapatan perkapita juga
dapat diartikan sebagai jumlah dari nilai barang dan jasa rata-rata yang
tersedia bagi penduduk suatu negara pada periode tertentu.**

Pendapatan nasional riil atau menurut harga tetap adalah pendapatan
nasional yang dihitung pada harga-harga pada suatu tahun tertentu yang
berbeda dengan tahun dimana produksi nasionalnya dihitung. Pendapatan
nasional potensial adalah pendapatan nasional yang diperoleh apabila
perekonomian mencapai tingkat kesempatan kerja penuh. Dimana pendapatan
nasional sebenarnya adalah nilai produk nasional yang sebenarnya diwujudkan
oleh kegiatan ekonomi pada suatu tahun tertentu.

Produk masional atau pendapatan nasional adalah istilah yang
menerangkan tentang nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara
dalam periode tahun tertentu. Dalam konsep yang lebih spesifik pengertian
produk nasional atau pendapatan nasional dibedakan menjadi dua pengertian,

yaitu Produk Nasional Bruto (PNB) dan Produk Domestik Bruto (PDB).

14 sadono Sukirno, Makro Ekonomi, him. 28.
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Produk nasional yang diwujudkan oleh faktor-faktor produksi oleh warga
suatu negara dinamakan Produk Nasional Bruto, sedangkan Produk Domestik
Bruto adalah produk nasional yang diwujudkan oleh faktor-faktor produksi di
dalam negeri (milik warga negara dana sing).

Purbayu Budi Santoso dan Muliawan Hamdani berpendapat bahwa
ukuran kesejahteraan penduduk suatu negara biasanya juga didasarkan atas
besarnya jumlah pendapatan perkapita. Pendapatanperkapita merupakan
bentuk rata-rata yang diperoleh dari pembagian jumlah produk nasional bruto
dengan jumlah keseluruhan penduduk. Semakin besar nilai pendapatan
perkapita dapat menjadi indikator kesejahteraan masyarakat suatu negara dan
keberhasilan pembangunan perekonomian negara tersebut.®

Sadono Sukirno menyatakan bahwa salah satu komponen dari
pendapatan nasional yang selalu dilakukan perhitungannya adalah pendapatan
perkapita. *°

E. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Poetry dan Sanrego yang bertujuan untuk
mengetahui pengaruh variabel makro dan mikro terhadap NPL perbankan
konvensional dan NPF perbankan syariah. Variabel makro yang digunakan
adalah inflasi, kurs, Gross Domestic Product (GDP), dan suku bunga
Sertifikat Bank Indonesia (SBI) Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI)
atau Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), sedangkan variabel mikro yang

digunakan adalah Loan to Deposit Ratio (LDR) atau Financing to Deposit

> purbayu Budi Santoso dan Muliawan Hamdani, Statistik Deskriptif dalam Bidang
Ekonomi dan Niaga, (Jakarta: Erlangga, 2007), him. 68.
18 sadono Sukirno, Makro Ekonomi, him. 424.
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Ratio (FDR) dan Capital Adequacy Ratio (CAR) pada kedua jenis perbankan
dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Penelitian ini menggunakan
analisa Impulse Respons Function (IRF) dan Forecast Error Variance
Decomposition (FEVD). Hasil analisis IRF menunjukkan bahwa secara umum
NPF perbankan syariah lebih cepat stabil terhadap guncangan variabel makro
dan mikroekonomi daripada NPL perbankan konvensional. Sedangkan hasil
FEVD, dapat dilihat bahwa kontribusi terbesar yang mempengaruhi NPL
perbankan konvensional adalah kondisi makroekonomi, yaitu inflasi dan suku
bunga SBI, dan variabel yang memiliki kontribusi terbesar terhadap NPF
perbankan syariah adalah kondisi mikroekonomi perbankan syariah sendiri,
yaitu FDR perbankan syariah.'’

Mutamimah dan Chasanah melakukan penelitian yang bertujuan untuk
mengetahui faktor eksternal dan internal penyebab non performing financing
bank umum syariah di Indonesia. Variabel dalam penelitian ini diantaranya
lalah Gross Domestic Product (GDP), inflasi, nilai tukar, rasio return
pembiayaan profit loss sharing terhadap return total pembiayaan (RR), dan
rasio alokasi pembiayaan Murabahah terhadap alokasi pembiayaan profit loss
sharing (RF). Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi
linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa GDP dan nilai tukar
berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap NPF, inflasi berpengaruh
negatif dan signifikan terhadap NPF, rasio return pembiayaan profit loss

sharing terhadap return total pembiayaan (RR) berpengaruh negatif dan tidak

17" 7zakiyah Dwi Poetry dan Yulizar D. Sanrego, Pengaruh Variabel Makro dan Mikro
terhadap NPL Perbankan Konvensional dan NPF Perbankan Syariah, Islamic Finance & Business
Review Vol. 6 No. 2 (2011), dalam http://tifbr-tazkia.org/index.
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signifikan terhadap NPF, dan rasio alokasi pembiayaan Murabahah terhadap
alokasi pembiayaan profit loss sharing berpengaruh negatif dan signifikan
terhadap NPF.

Popita dalam penelitiannya yang bertujuan untuk mengetahui penyebab
terjadinya non performing financing pada bank umum syariah di Indonesia
dengan menggunakan faktor eksternal yang terdiri dari Gross Domestic
Product (GDP), inflasi, dan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), serta
faktor internal yang terdiri dari Financing Deposite Ratio (FDR), rasio return
pembiayaan loss sharing disbanding return total pembiayaan, dan total aset.
Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa GDP dan FDR berpengaruh positif dan tidak
signifikan terhadap NPF; inflasi, SWBI, dan rasio return pembiayaan loss
sharing disbanding return total pembiayaan berpengaruh negatif dan tidak
signifikan terhadap NPF; dan total aset berpengaruh negatif dan signifikan
terhadap NPF.™

Purnamasari dan Musdholifah melakukan penelitian yang bertujuan
untuk mengetahui faktor eksternal dan internal bank dalam menentukan Non
Performing Financing bank umum syariah di Indonesia. Variabel penelitian

yang digunakan diantaranya ialah pertumbuhan PDB, inflasi, nilai tukar,

8 Mutamimah dan Siti Nur Zaidah Chasanah, Analisis Eksternal dan Internal dalam

Menentukan Non Performing Financing Bank Umum Syariah di Indonesia, Jurnal Bisnis dan
Ekonomi (JBE) Vol. 19 No. 1 (2012), dalam https://media.neliti.com/media/publication/24170-id-
analisis-eksternal-dan-internal-dalam-menentukan-non-performing-financing-bank-u.

1% Mares Suci Ana Popita, Analisis Penyebab Terjadinya Non Performing Financing pada

Bank Umum Syariah di Indonesia, Accounting Analysis Journal (AAJ) Vol. 2 No. 4 (2013), dalam
https://journal.unnes.ac.id/sju/index.
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CAR, ROA, BOPO, dan ukuran bank.Metode analisis data yang digunakan
adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menyatakan bahwa
pertumbuhan PDB, nilai tukar, dan CAR tidak berpengaruh negatif terhadap
risiko pembiayaan (NPF) pada bank umum syariah; inflasi dan BOPO tidak
berpengaruh positif terhadap risiko pembiayaan (NPF) pada bank umum
syariah; ROA berpengaruh negatif terhadap risiko pembiayaan (NPF) pada
bank umum syariah dan ukuran bank berpengaruh positif terhadap risiko
pembiayaan (NPF) pada bank umum syariah.?

Masthuroh, Efriyanto, dan Nugroho dalam penelitiannya yang bertujuan
untuk mengetahui pengaruh Gross Domestic Product (GDP)dan inflasi
terhadap Non Performing Financing (NPF) pada PT. Bank Muamalat
Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah regresi linier berganda.
Hasil penelitian menyatakan bahwa GDPberpengaruh negatif signifikan
terhadap NPFsedangkan inflasi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap
NPF.!

Firmansyah melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui
Determinant of Non Performing Loan: The Case of Islamic Bank In Indonesia.
Variabel bebas yang digunakan meliputi ukuran bank, Biaya Operasional

terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), Gross Domestic Product (GDP),

2 Amalia Eka Purnamasari dan Musdholifah, Analisis Faktor Eksternal dan Internal Bank
terhadap Risiko Pembiayaan Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2012 - 2015, Jurnal limu
Manajemen Vol. 4 No. 2 (2016), dalam
http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/article/21462/56/article.pdf.

2L Ajdah Masthuroh, Efriyanto, dan Herbirowo Nugroho, Pengaruh Gross Domestic Product
dan Inflasi terhadap Non Performing Financing Pada PT Bank Muamalat Indonesia Periode 2006
- 2013, Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Perbankan Vol. 1 No. 4 (2015), dalam
http://akuntansi.pnj.ac.id/upload/artikel/files/akuntansi/8.pdf.
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dan inflasi, serta variable mediasi yang merupakan variabel perantara
(intervening), meliputi likuiditas, diukur dengan Finance to Deposit Ratio
(FDR). Metode analisis data menggunakan regresi linier berganda dan analisis
jalur (sobel test dengan bootstrapping). Hasil penelitian menyatakan bahwa
GDP berpengaruh negatif terhadap pembiayaan bermasalah; inflasi
berpengaruh negatif terhadap pembiayaan bermasalah; likuiditas berpengaruh
positif terhadap pembiayaan bermasalah; ukuran bank dan BOPO tidak
berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah. Hasil analisis sobel test
dengan bootstraping data membuktikan bahwa likuiditas BPRS yang diukur
dengan FDR tidak memediasi pengaruh ukuran bank, BOPO, GDP, dan inflasi
terhadap pembiayaan bermasalah.?

Firmansari dan Suprayogi dalam penelitiannya yang bertujuan untuk
mengetahui pengaruh variabel makroekonomi dan variabel spesifik bank
terhadap Non Performing Financing pada bank umum syariah dan unit usaha
syariahdi Indonesia. Variabel penelitian yang digunakan antara lain
GrossDomestic  Product,inflasi, dan Financing to Deposit Ratio.
Metodeanalisisdata yang digunakan adalah regresi linier berganda. hasil
penelitian menyatakan bahwa GDP berpengaruh signifikan positif; inflasi
berpengaruh signifikan negatif; dan FDR tidak berpengaruh signifikan

positif.?

Z|Irman Firmansyah,Determinant of Non Performing Loan: The Case of Islamic Bank In
Indonesia, Buletin Ekonomi Moneter dan PerbankanVol. 17 No. 2 (2014), dalam
http://journalbankindonesia.org/index.php/bemp/article/view/51.

2 Daisy Firmansari dan Noven Suprayogi, Pengaruh Variabel Makroekonomi dan Variabel
Spesifik Bank terhadap Non Performing Financing pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha

43


http://journalbankindonesia.org/index.php/bemp/article/view/51

Pane melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh
inflasi dan kurs terhadap Non Performing Financing pada bank syariah.
Metode analisis data menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian
menyatakan bahwa inflasi berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah (Non
Performing Financing) perbankan syariah, dan kurs berpengaruh terhadap
pembiayaan bermasalah (Non Performing Financing).?*

Penelitian yang dilakukan oleh Saniati dengan tujuan untuk menganalisis
faktor eksternal dan internal dalam menentukan Non Perfroming Financing
Bank Umum Syariah dengan variabel independen berupa inflasi, kurs, SBIS,
ukuran bank, return pembiayaan PLS, dan rasio alokasi piutang murabahah.
Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh signifikan
terhadap NPF, kurs tidak berpengaruh signifikan terhadap NPF, SBIS tidak
berpengaruh signifikan terhadap NPF, ukuran bank berpengaruh positif dan
signifikan terhadap NPF, return pembiayaan PLS berpengaruh positif
signifikan terhadap NPF dan rasio alokasi piutang murabahah terhadap
pembiayaan PLS tidak berpengaruh signifikan terhadap NPF.%

Wibowo dalam penelitiannya yang bertujuan untuk menganalisis

pengaruh faktor internal bank dan makro ekonomi terhadap non performing

Syariah di Indonesia Periode 2003 - 2014, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan (JESTT)
Vol. 2 No. 6 (2015), dalam http://e-journal.unair.ac.id/index.php/jestt/article/view/591.

2% Syahmiruddin Pane, Pengaruh Inflasi dan Kurs terhadap Non Performing Financing

pada Bank Syariah, (2011), dalam http://repository.uinsu.ac.id/152/.

% Resti Saniati, Analisis Eksternal dan Internal dalam Menentukan Non Performing

Financing Bank Umum Syariah,(2015), dalam
http://digilib.uinsuka.ac.id/15959/1/BAB%201,%20V,%20DAFT AR%20PUSTAKA.pdf.
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financing perbankan syariah di indonesia dengan variabel independen
Financing to Deposit Ratio (FDR), rasio alokasi Pembiayaan Murabahah
terhadap Pembiayaan Profit Loss Sharing, inflasi, dan kurs. Metode analisis
data yang digunakan adalah Error Correction Model (ECM). Hasil penelitian
menyatakan bahwa dalam jangka panjang FDR berpengaruh positif terhadap
Non Performing Financing; rasio alokasi Pembiayaan Murabahah terhadap
Pembiayaan Profit Loss Sharing berpengaruh negatif terhadap Non
Performing Financing; inflasi berpengaruh negatif terhadap Non Performing
Financing,dan kurs berpengaruh positif terhadap Non Performing Financing
perbankan syariah di Indonesia. Dalam jangka pendek FDRberpengaruh
positif terhadap Non Performing Financing dan rasio alokasi Pembiayaan
Murabahah terhadap Pembiayaan Profit Loss Sharing berpengaruh negatif
terhadap Non Performing Financing perbankan syariah di Indonesia.?
Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya,
terdapat perbedaan dan persamaan antara penelitian yang akan penulis lakukan
dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Persamaan penelitian yang akan
dilakukan dengan penelitian terdahulu adalah menganalisis faktor-faktor yang
mempengaruhi Non Performing Financing (NPF) serta ada satu atau dua
variabel independen dari penelitian terdahulu yang sama dengan penelitian
yang akan dilakukan. Sedangkan perbedaannya dalam penelitian yang akan

dilakukan ini fokus pada variabel penyebab eksternal dari pembiayaan

% Dedi Wibowo, Pengaruh Faktor Internal Bank dan Makro Ekonomi terhadap Non
Performing Financing Perbankan Syariah di Indonesia: Periode 2010-2014, Jurnal Nisbah Vol. 1
No 2 (2015), dalam http://ojs.unida.ac.id/index.php/JN/article/view/74-87.
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bermasalah yaitu makroekonomi, sedangkan pada penelitian terdahulu ada
yang menggunakan faktor internal maupun eksternal. Variabel yang
digunakan dalam penelitian ini adalah inflasi, kurs, pendapatan per kapita dan
Non Performing Financing (NPF). Selain itu yang membedakan adalah
periode penelitian, dimana periode penelitian ini menggunakan periode 2014
- 2016.

F. Kerangka Konseptual

Grafik 2.1
Kerangka Konseptual

Non Performing Financing
(NPF) Perusahaan
Pembiayaan di Indonesia

(Y)

A

Pendapatan
Perkapita (X3)

H,

Sumber: Kajian penelitian terdahulu.

1. Pengaruh inflasi (X;) terhadap Non Performing Financing (NPF)
perusahaan pembiayaan di Indonesia (Y) didukung oleh teori yang
dikemukakan Ismail®’, serta dalam kajian penelitian terdahulu
yangdilakukan oleh Nugroho®, Pane®, Poetry dan Sanrego®, Saniati®',

dan Wibowo®.

27 |smaiil, Manajemen Perbankan ...

28 Nugroho, Faktor-faktor ...
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2. Pengaruh kurs (X;) terhadap Non Performing Financing (NPF) perusahaan

pembiayaan di Indonesia (Y) didukung oleh teori yang dikemukakan

Ismail®®

, serta dalam kajian penelitian terdahulu yang dilakukan oleh
Popita®*, Rahmawulan®, Saniati®®, dan Sholihah®’.

3. Pengaruh pendapatan per kapita (X3) terhadap Non Performing Financing
(NPF) perusahaan pembiayaan di Indonesia (Y) didukung oleh teori yang
dikemukakan Ismail®®, serta dalam kajian penelitian terdahulu yang
dilakukan oleh Firmansyah®, Popita*’, dan Rahmawulan®.

4. Pengaruh inflasi, kurs, dan pendapatan per kapita terhadap Non
Performing Financing (NPF) perusahaan pembiayaan di Indonesia

42
|

didukung oleh teori yang dikemukakan Ismail™, serta dalam kajian

penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pane*® dan Rahmawulan®.

? pane, Pengaruh Inflasi ...

%0 poetry dan Sanrego, Pengaruh Variabel ...
31 Saniati, Analisis Eksternal ...

2 Wibowo, Pengaruh Faktor ...

% \smail, Manajemen Perbankan ...

* Popita, Analisis Penyebab ...

% Rahmawulan, Perbandingan Faktor ...
3 Saniati, Analisis Eksternal ...

37 Sholihah, Analisis Pengaruh ...

38 |smaiil, Manajemen Perbankan ...

3 Firmansyah, Determinant of ...

0 Popita, Analisis Penyebab ...

* Rahmawulan, Perbandingan Faktor ...
42 |smaiil, Manajemen Perbankan ...

*® Pane, Pengaruh Inflasi ...
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G. Hipotesis Penelitian
Hipotesis dari penelitian ini diantaranya adalah:

1. H :Inflasi  berpengaruh signifikan terhadap Non Performing
Financing perusahaan pembiayaan di Indonesia.

2. H, : Nilai tukar berpengaruh signifikan terhadap Non Performing
Financing perusahaan pembiayaan di Indonesia.

3. H; : Pendapatan perkapita berpengaruh signifikan terhadap Non
Performing Financing perusahaan pembiayaan di Indonesia.

4. H, :Inflasi, nilai tukar, dan pendapatan per kapita secara bersama-sama
berpengaruh signifikan terhadap Non Performing Financing perusahaan

pembiayaan di Indonesia.

4 Rahmawulan, Perbandingan Faktor ...
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